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SADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 0250 /K.Bawaslu/HM.00/VII/2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
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bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

bahwa Informasi Publik dapat diakses melalui
pengumuman oleh Badan Publik serta permchonan oleh

pemohon Informasi Publik; dan

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b periu menetapkan
Keputusan Badan Pengawas Pcmilihan Umum tentang

Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 14 Teahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomeoer 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Uudang Nomor 14 Tanan 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 96, Tanibahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomer S5149);

Peraturan Baweaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan
Pengawas Pemilinan Umum, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi. dan Bawaslu Pemilihan Umum



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1147);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI.

Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon

atau pengguna informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan
informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya.
Sedangkan untuk penggandaan, pemohon atau pengguna
informasi dapat melakukan penggandaan sendiri di sekitar
Kantor PPID setempat dengan biaya penggandaan

ditanggung oleh pemohon atau pengguna informasi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal A9 Juli 2020
BADA NGAWAS PEMILIHAN UMUM




